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KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  4                                   2013                                     SERI : D                                    

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 

NOMOR  04 TAHUN  2013 
 

TENTANG 
 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 

Menimbang  :   a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah             Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu 
melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah 
sebagaimana ketentuan yang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a, maka dipandang perlu 
melakukan penyesuaian organisasi Satuan Polis Pamong 
Praja Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia              Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 
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2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 3663);  

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
5. Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
7. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4428); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 590); 

 
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

 
10. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan          

Dewan      Perwakilan     Rakyat     Daerah Kota Bekasi    
Nomor                             tentang Persetujuan  7 (tujuh)  

Buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan 
Daerah  Kota Bekasi. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 

dan 

WALIKOTA BEKASI 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG   
PRAJA KOTA BEKASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bekasi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota  adalah Walikota Bekasi. 

188.342/Kep. 24-Huk/I/2013          
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4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi. 

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Bekasi yang selanjutnya disebut Satpol PP. 

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Kasatpol PP. 

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang 
Pembentukan Organisasi Satpol PP Kota Bekasi. 

8. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota 
atau Keputusan Walikota Bekasi. 

9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah,  Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan 
dan Kelurahan. 

10. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.  

11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah. 

13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah 
daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

14. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang 
memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan 
kegiatannya dengan aman, damai, tidak terdapat kekacauan, tenang, dan 
serba teratur dengan baik. 

15. Tindakan penertiban non yustisial adalah suatu tindakan hukum yang 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan. 

16. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga 
masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk 
melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan 
memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, 
ketentraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan social kemasyarakatan. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP Kota Bekasi dengan 
klasifikasi Tipe A. 

 

BAB  III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, 

WEWENANG DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan Perda, 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
 

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok 

Pasal 4 

 

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan 
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai 
pelaksanaan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

 


